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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 83/PMK.01/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

273/PMK.01/2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN 

KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian 

Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 273/PMK.01/2014 tentang Pelaksanaan 

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran 

tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian 

Keuangan dan menyelaraskan beberapa ketentuan 

pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan 

Kementerian Keuangan, perlu mengubah Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang 
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Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 

tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 313) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 

2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 255); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 

tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2074); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

273/PMK.01/2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 273/PMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2074) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan 

tertentu; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara 

atau dinonaktifkan; 

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan 

organiknya dengan diberikan uang tunggu 

(belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri 

Sipil); 

d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan 

negara atau dalam bebas tugas untuk 

menjalani masa persiapan pensiun; 

e. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah 

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang tidak 

diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri. 

 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan setelah ayat (3) 

ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 

8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan 

Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja 

kepada Kantor Pusat Unit Eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan 

www.peraturan.go.id



2019, No.605 -4- 

dana Tunjangan Kinerja dari Kantor Pusat Unit 

Eselon I. 

(2) Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan 

Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja 

kepada Kantor Pusat Unit Eselon I untuk disalurkan 

kepada seluruh Satker dibawahnya secara 

berjenjang. 

(3) Satker menyalurkan Tunjangan Kinerja kepada 

Pegawai yang berhak menerima pada hari kerja 

pertama bulan berkenaan. 

(4) Dalam hal hari kerja pertama bulan berkenaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari 

libur nasional dan/atau cuti bersama, Satker dapat 

menyalurkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai 

yang berhak menerima pada hari kerja terakhir 

bulan sebelumnya. 

 

3. Ketentuan huruf C BAB I Lampiran Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang 

Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2074) 

ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 14, sehingga 

angka 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

14. Hari libur nasional adalah hari libur selain hari 

Sabtu dan Minggu yang ditetapkan secara resmi oleh 

Pemerintah. 
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